‘- ; I‘. F s /
Pengantarg: " E

'DRYNomenseniSteffan]Mambraku .S
' Q‘ & T

KONELIKPEVIEKARAN DIFFAPUA
DENGAN PERSPEKTIENENGGIFKENGGI:

'Suatu|Kajian|Historis 1999-2007, Sosiologi, Hukum "\ N v\
DanlImplikasinya Terhadap Ketahanan ]{\{i[ayah“a _\\ .\\ o
! ._‘ \r ; \\ ‘.. \\b ;\ 'l_L y
i GL l‘ . *’\ ) 3 ‘
- e
V_g [ill1us ‘66_2\9‘{};!’ \\{\ \; \ (\{\
i
(500




KONFLIK PEMEKARAN DI PAPUA
DENGAN PERSPEKTIF NENGGI-KENGGI

Suatu Kajian Historis 1999-2007, Sosiologi, Hukum
Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah

Willius Kogoya

Pengantar :
DR. Nomensen Steffan Mambraku

Owiding



KONFLIK PEMEKARAN DI PAPUA DENGAN PERSPEKTIF NENGGI-KENGG]/
Suatu Kajian Historis 1999-2007, Sosiologi, Hukum
dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah

Penulis:
Willius Kogoya

Desain Cover:
Ridwan

Tata Letak:
Atep Jejen

Editor:
N. Rismawati

ISBN:
978-623-6457-84-9

Cetakan Pertama:
September, 2014

Hak Cipta 2014, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Copyright © 2014

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG
(Grup CV. Widina Media Utama)
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Email: admin@penerbitwidina.com


http://www.penerbitwidina.com/
mailto:admin@penerbitwidina.com

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan atas terbitnya buku referensi yang disusun merujuk pada hasil
Penulisan karya Tesis pada S2 Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada oleh
Willius Kogoya yang berjudul “Pro-Kontra Pemekaran Wilayah Dalam
Perspektif Nenggi-Kenggi di Papua dan Implikasinya Terhadap Ketahanan
Wilayah” pada Tahun 2008. Kemudian dituliskan Kembali sebagai buku pada
Tahun 2014 dan dapat diterbitkan pada tahun 2021. Buku ini diberi judul
KONFLIK PEMEKARAN DI PAPUA DENGAN PERSPEKTIF NENGGI-KENGGI (Suatu
Kajian Historis 1999-2007, Sosiologi, Hukum dan Implikasinya Terhadap
Ketahanan Wilayah)

Penulisan buku ini telah melibatkan banyak kontributor, baik pihak
Pengelola S2 Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada, dosen Pembimbing
dan Penguiji, serta keluarga dan kerabat serta penerbit.

Pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Gadjah Mada, Direktur Program
Pascasarjana selaku penanggung jawab program S2 Jurusan Antar Bidang
Program Studi Ketahanan Nasional yang telah menerima, menyediakan
berbagai fasilitas dan kemudahan. Kepada Bapak dan Ibu dosen Program Studi
Ketahanan Nasional yang telah memberikan bekal ilmu, penulis ucapkan terima
kasih. Terima kasih penulis sampaikan pula kepada pengelola Program Studi
Ketahanan Nasional, Bapak Drs. Armaidy Armawi, M.Si beserta staf administrasi
yang memberi dorongan, petunjuk dan bimbingan.

Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak
Prof. Dr. Kodiran, MA selaku Pembimbing Utama, dan Bapak Drs. Ahmad Zubaidi,
M.Si, selaku pembimbing pendamping yang selalu memberikan motivasi, dan
membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan buku ini dari awal
hingga akhir, para penguji lainnya semoga dalam tugas dan kehidupan bersama
keluarga diberkati Tuhan.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas
Cenderawasih dan Dekan Fakultas Keguruan dan limu Pendidikan Universitas
Cenderawasih, serta Ketua Jurusan Pendidikan llmu Pengetahuan Sosial dan



Ketua program Studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah
memberikan ijin kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S-2 di
UGM. Hal yang sama penulis sampaikan kepada Bapak Yan Dirk Wabiser,
S.Pd.,M.HUm selaku Penulis Konflik Pemekaran berdarah Timikia yang
memberikan kontribusi data dan informasi.

Kepada pihak Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, Perpustakaan
Universitas Cenderawasih dan Perpustakaan Daerah Provinsi Papua serta
Dewan Perwakilan Daerah Papua yang telah memberikan ijin penulisan untuk
mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penulisan buku, penulis
ucapkan terima kasih.

Terima kasih penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan program
S2 di Ketahanan Nasional, kelompok senasib dan seperjuangan di Janturan bpk
Kol Sri Wahjanto Budimulyono M.Si dan Mayor, Hartono, M.Si. Ucapan terima
kasih juga kepada (Almarhum) Ev. Lelius Wanimbo, MA, Zakarias Kogoya, Etius
Kogoya, Almarhum Dilius Wenda dan keluarga, Pemilik rumah sewa dan rekan
se-kos di Yogyakarta Keluarga Daniel Wenda; ibu Sinta dan Eldy Wenda,
Almarhum adik Yan H Bonsapia, Elpius Hugi, Kristian Tabuni, adik Fredy dan
Teman Disen Wanimbo (Almarhum), Ayla beserta ayah dan bunda yang selalu
bersama dalam suka dan duka, penulis ucapkan terima kasih.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Mama Wellena,
Bapa (Almarhum) Bill Willem Kogoya, almarhumah Istri tercinta Neny Ary
Muryati, Socratez Sofyan Yoman, Kakak Welmina, (Almarhum) Adik Budi, Arat,
Helena, Almarhum bpk Andreas, Pares, Kilo, Almarhum Mandebet dan seluruh
keluarga besar Kogoya, Wenda, Wanimbo, Yoman, Maggay, Yogoby, Takimay,
Yikwa, Murib, Tabuni, Yanengga yang selalu mendoakan dan memberikan
bantuan baik secara moral maupun spirit kepada penulis dalam menyelesaikan
studi.

Ucapan terima kasih dalam konteks kini, kepada ketiga anak Albert, Winy
dan Wila serta istri Sumiati dan yang tidak disebutkan yang turut memberi
semangat dalam berkarya serta pihak penerbit Widina yang telah menerbitkan
buku ini.



Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkat yang berkelimpahan
atas seluruh bantuan moril dan materil yang telah diberikan. Tulisan ini
merupakan sumbangan pikiran dengan gaya bahasa yang unik; masih jauh dari
sempurna karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat
diharapkan.

September, 2021

Willius Kogoya



SAMBUTAN

Buku yang sangat fenomenal ini patut diapresiasi, karena hasil karya ilmiah
ini dapat menyumbang secara khusus pada pengembangan ilmu pengetahuan
di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan vyang
menggunakan pendekatan multi disiplin ilmu. Konsep Nenggi-Kenggi, kebijakan
pemekaran provinsi dan sejumlah kabupaten di tanah Papua pada era Otsus jilid
| telah menyumbang plus minus yang menarik untuk disimak oleh pembaca baik
mahasiswa, dosen dan birokrat atau LSM bidang ilmu sosial, Politik, Hukum dan
PPKn, admnistrasi negara, Managemen Konflik, dll.

Penulis berhasil menggambarkan apa yang terjadi dalam kurun waktu
tahun 1999-hingga 2004 meliputi; a) Belum adanya persamaan kehendak untuk
memekarkan wilayah Provinsi dan Kabupaten. b) Kurang koordinasi antar pihak
terkait. c) Belum melibatkan Majelis Rakyat Papua, DPRP, dan Eksekutif Daerah,
serta pihak terkait lainya dalam rencana pemekaran wilayah pada waktu itu. d)
Niat dan tindakan nyata pemerintah pusat dan daerah, bersama Majelis Rakyat
Papua, dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta tokoh agama dan tokoh
masyarakat dalam membangun daerah pemekaran dengan pendekatan good
goverments belum tampak, karena aturan pelaksanaan teknis di daerah dalam
rangka implementasi Otonomi Khusus seperti Peraturan Daerah Provinsi dan
Peraturan Daerah Kabupaten belum tuntas dibuat hingga Tahun 2008. Hal ini
menjadi referensi bagi pemekaran yang sudah terjadi dan akan terjadi pada
pasca Otonomi Khusus yang berakhir 2021.

Terima kasih kepada saudara Willius Kogoya yang memberikan kontribusi
hasil karya ilmiah bagi pembangunan Pendidikan, politik dan pemerintahan di
tanah Papua agar secara berkelanjutan para aktor pembangunan tidak
mengabaikan nilai-nilai luhur Nenggi-Nenggi yang menjadi modal dasar
pembangunan di tanah Papua.

September, 2021

Dekan FKIP UNCEN
DR. Nomensen Steffan Mambraku
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Penulis menegaskan bahwa, Perbedaan Pendapat dan kepentingan boleh-
boleh saja dalam rangka demokrasi dan kebebasan berekspresi, namun
tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah adalah menjaga integrasi
manusia Indonesia dalam rangka integrasi nasional dan memberikan
perlindungan keamanan dan ketertiban, menjunjung tinggi hak asasi manusia,
menjamin kesejahteraan dengan keadilan agar dapat membangun masyarakat
untuk kepentingan bersama dengan mengutamakan kesepakatan atau
musyawarah yang sesuai nilai Nenggi-Kenggi.

Pemekaran wilayah di Papua tahun 1999-2007 menunjukkan pemerintah
telah menggunakan tangan besi sebagaimana dalam pemekeran provinsi Irian
Jaya Barat dan berdasarkan bukti tidak melibatkan Majelis Rakyat Papua (MRP)
yang fungsinya sebagai representasi seluruh komponen orang Papua untuk
memberikan pertimbangan. Kebijakan pemerintah saling bertentangan satu
sama lain dan terjadi korban di Timika dan beberapa daerah akibat konflik
pemekaran provinsi dan kabupaten di Provinsi Papua dan bagi yang menikmati
merasa nyaman-nyaman saja sebaliknya bagi yang tidak menikmati memberi
dampak negatif dan Hal tersebut tidak dibenarkan dengan prinsip Nenggi-
Kenggi, Pancasila dan prinsip Good Govermence. Label teroris dan konflik
vertikal dan horizontal terus berkepenjangan. Harapan bagi pembaca bahwa,
yang salah dijadikan pelajaran untuk menata yang lebih baik untuk
pembangunan tanah Papua berkelanjutan yang baik. Selamat membaca.

DR. Nomensen Steffan Mambraku
(Dekan FKIP Uncen Periode Tahun 2013-2017 danTahun 2017-2021)
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BAB 1

KONSEP NENGGI KENGGI
DAN KONFLIK PEMEKARAN
WILAYAH PROVINSI

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 memuat kehendak politik bersama atau
political will seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai kesejahteraan lahir dan
batin dalam hidup berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia; yang
ditetapkan sebagai undang-undang dasar republik Indonesia dengan
mekanisme dan proses demokrasi Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945
sebagai satu-satunya hukum tertinggi di Indonesia, pada Bab VI yang mengatur
tentang pemerintahan daerah pada Pasal 18, 18A dan 18B menunjukkan adanya
jaminan hukum dan pedoman kebijakan negara dalam rangka menciptakan
masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur dengan pendekatan
pembagian kekuasaan melalui kebijakan pemekaran wilayah provinsi maupun
kabupaten di seluruh Indonesia. Pasal 18, 18A dan 18B ditindaklanjuti dalam
kebijakan yang bersifat teknis yang secara khusus mengatur tentang pemekaran
wilayah dan otonomi khusus, sebagai contoh kebijakan untuk Papua, yaitu
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2001. (Restu Agung, 2004).
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BAB 2

TEORI-TEORI

A. PENDAHULUAN

Teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan penelaahan pada
konflik ini, yaitu; 1) teori konflik menurut pandangan Sosiologis (a) Hardjana
(1994), (b) Soekanto dan Yudo (1986), serta Lederach dalam Gustaf (2003);
saling mendukung untuk melihat suatu fenomena atau peristiwa konflik seperti
Pro-Kontra terhadap kebijakan Pemekaran di Papua. Dalam teori konflik
disebutkan, bahwa konflik terjadi karena adanya faktor kepentingan dan tujuan
yang berbeda yang hendak dicapai oleh masing-masing pihak. Perbedaan
pendapat juga terjadi akibat faktor perbedaan latar belakang manusia sebagai
pribadi yang unik dan berbeda-beda dalam mengungkapkan perasaan dan
pendiriannya, serta dapat juga sebagai akibat kordinasi struktural dan
komunikasi politik yang berbeda pada level pemerintahan. Dalam mengkaji
suatu konflik ada metode pemetaan konflik, misalnya seperti pendapat
Lederach, disebutkan People, Proses, dan Problem. Mempelajari konflik
bermanfaat untuk belajar kelebihan dan kekurangan demi kelangsungan hidup
generasi penerus. Peristiwa Pro-Kontra tersebut di atas dianalisis dengan teori
Perspektif Nenggi-Kenggi menurut penulis dengan asumsi, bahwa Ketahanan
Wilayah yang meliputi; Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan

Keamanan sebagai suatu sistem dapat dipengaruhi oleh kelebihan dan
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BAB 3

PEMETAAN PRO-KONTRA
PEMEKARAN WILAYAH
PROVINSI DAN KABUPATEN
DI PAPUA TAHUN 1999-2004

Pro-kontra terjadi akibat adanya tuntutan merdeka keluar dari NKRI serta
adanya dualisme kebijakan yang mengatur tentang pemekaran wilayah provinsi
dan kabupaten/kota menurut UU No. 45 Tahun 1999 dan UU No. 21 Tahun 2001
terutama pasal 76. Pemetaan pro-kontra menjelaskan secara garis besar
tentang peristiwa, pihak yang terlibat sejak tahun 1999 sampai dengan tahun

2004, antara lain;

A. KRONOLOGI UPAYA PELAKSANAAN PEMEKARAN WILAYAH DI
PAPUA
1. Pemekaran Wilayah Sebelum Reformasi
Era tahun 70-an usulan (Pro) Pemekaran oleh gubernur Acub Zainal
(pemerintah daerah Irian Jaya) tidak terealisasi dengan adanya kontra
pemekaran dengan alasan kurang dana, dan kondisi politik pada masa itu yang
tidak memungkinkan oleh pemerintah pusat, sehingga tidak terlaksana

keinginan pemekaran wilayah pemerintahan pada saat itu. Pemekaran Provinsi
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BAB 4

MODEL NENGGI-KENGGI

A. POSISI NENGGI-KENGGI DALAM PANDANGAN SOSIOLOGI

Sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang masyarakat ataupun
kehidupan sosial. Semua ilmu sosial mempelajari tentang pola tingkah laku yang
lazim ada pada kelompok-kelompok manusia, guna membedahkannya
diperlukan pengertian yang tegas tentang sosiologi. Sosiologi berasal dari kata
socius, artinya kawan ataupun masyarakat. Sedangkan logos, artinya ilmu
pengetahuan/pikiran. Secara sederhana dapat di ungkapkan bahwa sosiologi
merupakan ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sumbangan nyata sosiologi
bagi ilmu sosial adalah dapat dengan jelas menganalisis interelasi dan interaksi
sosial.

Dalam ilmu Sosiologi, nilai mengandung pengertian yang lebih luas.
Menurut Frankena dalam Kaelan (1995:53), Nilai atau “value” (bahasa Inggris)
termasuk dalam pengertian filsafat. Persoalan-persoalan tentang nilai dibahas
dan dipelajari sebagai salah satu cabang filsafat, yaitu Filsafat Nilai (Axiology,
Theory of value). Filsafat juga sering diartikan sebagai ilmu tentang nilai-nilai.
Istilah nilai dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak
yang artinya “keberhargaan” (worth) atau “kebaikan” (goodness), dan kata kerja
yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan

penilaian. Selanjutnya Kaelan mengatakan bahwa, nilai berarti menimbang,
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BAB 5

HUBUNGAN PERUBAHAN SOSIAL
AKIBAT KONFLIK PEMEKARAN
WILAYAH DAN KETAHANAN
WILAYAH DI PAPUA

A. PENDAHULUAN

Masyarakat di Papua kini sangat membutuhkan dan mengharapkan agar
konflik sosial masyarakat atas sistem pemerintahan daerah ini perlu secara
cepat diselesaikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak-pihak
terkait di daerah yang dipercaya masyarakat dengan tetap memperhatikan
upaya-upaya komperehensif, integrated, holistik dan damai guna mempercepat
perbaikan kesejahteraan masyarakat di Papua.

Kata lain dari Konflik adalah pro-kontra atau setuju tidak setuju terhadap
suatu objek tertentu, karena adanya faktor kepentingan dan latar belakang
individu yang berbeda satu sama lain dengan cara menyampaikan pendapat
atau cara mengekspresikan sesuatu yang berbeda antara individu satu dengan
individu lainnya. Inti dari setiap beda pendapat, pro-kontra atau konflik yang
terjadi dalam lingkungan keluarga sampai dengan kehidupan berbangsa dan
bernegara adalah perbedaan kepentingan. Sebagai contoh dalam konteks orang
Papua, yang satu mau mencari keuntungan sebesar mungkin tanpa

memperhitungkan hak orang lain; yang lain mau supaya gaji yang wajar dapat
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BAB 6

SARAN PANDANG

A. RANGKUMAN

1. Pro-Kontra terhadap kebijakan pemekaran provinsi dan kabupaten pasca
pemberlakuan UU No. 45 Tahun 1999, UU No. 21 Tahun 2001 dan Inpres
No. 1 Tahun 2003, karena adanya faktor kebijakan pemerintah yang
bersifat memaksa terjadinya perubahan sosial pada aspek ekonomi, sosial
budaya dari tidak sejahtera menuju sejahtera dalam mengisi pemekaran
wilayah dengan kebijakan otonomi khusus. Penyebab pro-kontra lainnya
adalah penafsiran yang berbeda antara kebijakan satu dengan lainnya yang
menimbulkan beda pendapat ketika terjadinya pemekaran Provinsi Irian
Jaya Barat dan Tengah dengan beberapa kabupaten. Penggunaan
kekerasan terjadi juga pada klimaksnya di Timika Tahun 2003 dan 2004.

2. Nenggi-Kenggi sebagai kearifan lokal orang Lani di pedalaman Papua
merupakan ajaran moral yang dijadikan landasan berpikir dan bertindak
oleh penganutnya. Ajaran moral ini dapat digunakan dalam menanggulangi
konflik horizontal dan vertikal. Menilai dalam perspektif Nenggi-Kenggi
terhadap pihak pemerintah pusat dan daerah yang terlibat dengan
melibatkan masyarakat dalam kasus pro-kontra pemekaran di Papua pasca
pemberlakuan kebijakan pemekaran dengan UU No. 45 Tahun 1999 dengan
UU No. 21 Tahun 2001 pada oknum jajaran elite politik dan birokrat kurang
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Suatu|Kajian|Historis1999:2007)(Sosiologi, Hukum i /"4~
DanjimplikasinyaiTerhadap Ketahanan\Wilayah '

Kajian Pemekaran dan Konflik di Tanah Papua sejak 1999-2004 telah
menjadi sejarah plus dan minus mengenai wajah gaya kepemimpinan, wajah tertib
hukum dan administrasi pemerintahan secara formal oleh pemerintah Republik
Indonesia di tanah Papua. Kondisi wajah negara dalam plus minus tentu berdampak
pada ketahanan wilayah dan ketahanan nasional. Apa kata warga negara korban
kanflik? Karakter apa yang dipelajari oleh warga negara muda yang sedang belajar?
Apakah metode tangan besi adalah metode yang dianggap terbaik bagi masyarakat
Indonesia di Papua? Nenggi-Kenggi sebagai pisau analisis dan problem solving dan
modal dasar pembangunan digunakan penulis untuk menegaskan bahwa, prinsip
Nenggi-Kenggi yang melibatkan dua tangan dalam melakukan suatu pekerjaan atau
menyelesaikan persoalan secara bersama. Dalam konteks Pemekaran wilayah di
Papua dan persoalan konflik horizontal dan vertikal lainnya sebaiknya pemerintah
tidak menggunakan tangan besi sebagaimana dalam pemekaran provinsi Irian Jaya
Barat telah menggunakan tangan besi dengan tidak melibatkan Majelis Rakyat Papua
(MRP) yang fungsinya sebagai representasi seluruh komponen orang Papua untuk
memberikan pertimbangan dan keinginan memerdekakan rakyat Papua dalam
bingkai NKRI. Hasil Kajian menunjukkan, bahwa kebijakan pemerintah saling
bertentangan satu sama lain serta menggunakan tangan besi, sehingga sudah
bertentangan dengan prinsip Nenggi-Kenggi, Pancasila dan prinsip Good
Govermence. (Willius Kogoya)

Apresiasi kepada saudara Willius Kogoya yang berani memberikan
kontribusi hasil karya ilmiah bagi pembangunan Pendidikan, politik, historis, hukum
dan Administrasi negara dan pemerintahan di tanah Papua, agar secara
berkelanjutan para aktor pembangun di Papua tidak mengabaikan nilai-nilai luhur
Nenggi-Nenggi yang menjadi modal dasar pembangunan bangsa dimana secara
sosioligis-PPKn untuk mengedukasi warga negara muda di tanah Papua dengan
menjadikan aturan normatif sebagai panglima dalam menata kehidupan bernegara
di negara hukum Republik Indonesia dan kebijakan politik yang tidak menimbulkan
konflik berkepanjangan apalagi nyawa harus hilang akibat konflik kebijakan. (DR.
Nomensen Steffan Mambraku-Dekan FKIP UNCEN).
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